WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR
12 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAHAN KOTA PADANG PANJANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perizinan
Terpadu di Daerah serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, perlu merubah beberapa ketentuan
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang
Panjang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kota Padang Panjang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 962);

Undapg—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemgermtah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemenntahqn
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun

2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
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11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor
8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);

12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang
Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor
11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2009 Nomor 1 Seri E.6);

14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor
12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang
Panjang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 1 Seri E.7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2011
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011
Nomor 13 Seri E.2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Menetapkan

dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR
12 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KOTA

PADANG PANJANG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang
Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12
Seri E.3), diubah sebagai berikut :
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1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 ditukar letaknya dengan angka 3,

angka 4 diubah, angka 5 dihapus, angka 6 diubah, sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

w

ooR

N

10.

11.

2.

Daerah adalah Kota Padang Panjang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Padang Panjang.

Dihapus.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
Panjang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang
Panjang.

Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan /atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.

Kebijakan Daerah adalah serangkaian aturan yang dapat
berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang
ditetapkan  Pemerintahan Daerah  sebagai  pedoman
penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 dirinci atas bidang dan sub-sub bidang.
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(2) Rincian urusan pemerintahan pada masing-masing bidang
dan sub-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagaimana tercantum dalam perubahan lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

PASAL IT

Peraturan Daerah ini mulai sejak tanggal 1 Januari 2011.

*  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Paglang Panjang
pada tanggal : aum 2012

% WALIKOTA PADANG PANJANGY -

Padang Panjang

Diundangkan di I
e \8 ’o-uw\ 2012

pada tanggal

( SEKRETARIS D KOTAPADANG PANJANG %

7

TO

Q}DDI

LEMBARAN DAE KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI €.2
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(2) Rincian urusan pemerintahan pada masing-masing bidang
dan sub-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagaimana tercantum dalam perubahan lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 2012

Padang Panjang

RAH KOTAPADANG PANJANG

BUDI ANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI £ .2
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR

| 8

II.

12 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAHAN KOTA PADANG PANJANG

UMUM

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dimana pada dasarnya semua urusan Pemerintah pada
Daerah secara utuh diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,

moneter dan fiskal nasional dan agama.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan di Daerah, terutama dalam pelaksanaan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan masyarakat berdasarkan potensi keragaman
daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Kota Padang Panjang.

Namun dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dilakukan perubahan
rincian urusan dengan merubah Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.



LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang

Nomor Tahun 2012

Tanggal : 2012

‘lentang : Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Padang Panjang
Nomor 12 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan

yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Padang

Panjang.
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
PANJANG

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BIDANG OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN:

A. BAGIAN PERSIDANGAN

1. SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH

o o

1. Otonomi 1. Pejabat Negara:
Daerah a. Tata Tertib DPRD: 1. Penetapan pedoman tata tertib
(1) Kebijakan. DPRD kota.(1.5a.1)
b.Kedudukan Protokoler | 1. Pelaksanaan pedoman kedudukan
dan Keuangan DPRD: protokoler dan keuangan DPRD
(1) Kebijakan kota.(1.5¢2.1)
]
B. BAGIAN UMUM

KEPEGAWAIAN DAN PROTOKOLER

5. SUB BAGIAN UMUM,

' : AR (8 AN
1. toomi 1. Pejabat Negara:
Daerah b. Kedudukan Protokoler | 1 Pelaksanaan pgdpman kedudukan
dan Keuangan DPRD. protokoler daig / keuangan DPRD
(1) Kebijakan. kota.(1.5¢2.1)

WALIKOTA PA tNG PANJANG,

STVIRSYAM
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S BIDANG KOTA PADANG PANJANG
3.Usulan pemberian tanda
penghargaan bidang persandian.
(6.2.6)
3.Pembinaan Palsan. 1. Perencanaan kebutuhan palsan skala
kota.(6.3.1)
2.Penyelenggaraan pengadaan palsan
melalui karya mandiri dan mitra
skala kota.(6.3.3)
3.Pemeliharaan palsan  tingkat O.
© (6.3.4)
4.Penghapusan palsan skala
kota.(6.3.5)
4. Pembinaan Sissan. 1.Perencanaan kebutuhan sissan skala
kota.(6.4.1)
2 Pengadaan sissan untuk jaring
persandian skala kota. (6.4.3)
3.Penyelenggaraan protap
penyimpanain sissan skala
kota.(6.4.4)
4.Penentuan pemberlakuan/
penggantiansissan jaring persandian
skala kota.(6.4.5)
5 Pembinaan 1. Penyelenggaraan hubungan
" Kelembagaan komunikasi persandian antara
pemerintah rovinsi  dengan
pemerintah ﬁ atau kota.(6.5.2)
—

WALIKOTA PAJYANG PANJANG;,

SUIRSYAM

)
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1. Pelak—san“aan eval

. Pelaksanaan  evaluasi  pencapaian

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
pada pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan nonformal
skala kota.(6.2.1b)

standar nasional pendidikan pada
pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah dan
pendidikan nonformal skala
kota.(6.2.2b)

3.Akreditasi.

. Membantu pemerintah dalam akreditasi

pendidikan nonformal.(6.3.1b)

4.Penjaminan Mutu.

. Supervisi dan fasilitasi  satuan

. Supervisi dan fasilitasi  satuan

. Supervisi dan Fasilitasi  satuan

. Evaluasi pelaksanaan dan dampak

pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah dan
pendidikan nonformal dalam
penjaminan mutu untuk memenuhi
standar nasional pendidikan.(6.4.2a)

pendidikan bertaraf internasional dalam
penjaminan mutu untuk memenuhi
standar internasional.(6.4.2b)

pendidikan berbasis keunggulan lokal
dalam penjaminan mutu.(6.4.2¢)

penjaminan mutu satuan pendidikan

skala kota.(6.4.2d) ”

WALIKOTA PADANG PANJANG,

UIRSYAM



3. SEKSI JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT

SUB SUB - PEMERINTAHAN DAERAH
SEURBIDANS BIDANG KOTA PADANG PANJANG
1. Pembiayaan 1. Pembiayaan 1.a. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan
Kesehatan Kesehatan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi
Masyarakat lokal. (2.1.1a)

b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan
kesehatan nasional ?}).\gas Pembantuan).

(2.1.1b)
/

WALIKOTA PADANG PANJANG,

\
SUFRSYAM




2. Permukiman.

Bangun (Kasiba) dan
Lingkungan Siap
Bangun (Lisiba) yang
berdiri sendiri:

a. Pembangunan.

b. Pengawasan.

. Penyelenggaraan

. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat

. Penetapan izin lokasi Kasiba/ Lisiba di

. Pengawasan

. Evaluasi

. Pengawasan

pembangunan  Kasibal/

Lisiba di kota.(8.1c.1)

tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/
Lisiba.(8.1c.2)

kota.(8.1c.3)

dan pengendalian
penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di
kota.(8.1d.1)

penyelenggaraan pembangunan
Kasiba dan Lisiba di kota. (8.1d.2)

dan  pengendalian  atas
pelaksanaan NSPK di kota. (8.1d.3)

2. Pembangunan

Kawasan.
a. Pembangunan;

b. Pengawasan.

. Penyelenggaraan pembangunan kawasan

. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian

. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan

. Pengawasan dan  pe endalian  atas
pelaksanaan NSPK di k@.BdJ)

strategis nasional.(8.3c.1)

pembangunan  kawasan di  wilayah

kota.(8.3d.1)

kawasan di kota.(8.3d.2)

WALIKOTA P G PANJANG,

/

SUIRSYAM
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— pengelolaan  kesehatan  ikan  dan
lingkungannya.(4..16)
6. Pengolahan dan Pembangunan, ~  perawatan dan
Pemasaran pengelolaan pasar ikan.(6. .2)
dan Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta

7. Penyuluhan
Pendidikan

penyelenggaraan  diklat  fungsional,
teknis, keahlian, manajemen dan
kepemimpinan bidang kelautan dan
perikanan di kota.(7. .1)

Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan
perikanan di kota.(7. .2)

Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan
sertifikasi diklat bidang kelautan dan
perikanan di kota.(7. .3)7

WALIKOTA PAD PANJANG,

SUYRSYAM
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7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan
bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan
dan kesehatan kerja yang bersifat strategis
skala kota.(1.7.7)

8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil
dan kelembagaan pengawasan
ketenagakerjaan skala kota. (1.7.8)

9. Fasilitasi pembinaan pengawasan
ketenagakerjaan skala kota. (1.7.9)

10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan
pengawasan ketenagakerjaan skala
kota.(1.7.10)

11.Pengusulan  calon peserta dikiat
pengawasan  ketenagakerjaan kepada
pemerintah dan/ atau pemerintah

provinsi.(1.7.11a)

12.Pengusulan calon pegawai pengawas
ketenagakerjaan  skala  kota  kepada

pemerintah.(1.7.12)

13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi
pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada
pemerintah. (1.7.13)

14. Pengusulan kartu PPNS bidang
ketenagakerjaan  skala  kota  kepada

pemerintah.(1.7.14) /)

WALIKOTA PAD PANJANG,

SUIRSYAM
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH
'KOTA PADANG PANJANG

4. Pengembangan
Ekspor
Nasional

. Penyediaan bahan kebijakan

pengembangan ekspor skala kota. (5. .1)

. Pelaksanaan kegiatan pengembangan

ckspor skala kota. (5. .2)

5. Perdagangan
Berjangka
Komoditi,
Alternatif
Pembiayaan
Sistem Resi
Gudang, Pasar
Lelang

. Koordinasi dengan aparat penegak

hukum dalam penanganan kasus-kasus
yang berkaitan dengan perdagangan
berjangka komoditi.(6. .1)

. Pembinaan komoditas dalam rangka

memperoleh akses pembiayaan resi
gudang.(6. .2)

. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan

yang  bersifat  teknis  terhadap
penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang
skala kota.(6. .3)

WALIKOTA PADANGAANJANG,

IRSYAM
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1. Pembinaan

sumber déya;

4. Pembinaan dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

manusia pengelola pencatatan sipil skala
kabupaten kota.(2.5.1)

5. Pengawasan

1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan
sipil skala kota. (2.6.1)

5. SEKSI PENCATATAN SIPIL

:, Pl es i s S o ‘ﬂ‘z;
1. Pencatatan Sipil

Fait B

1. Koordiﬁasn

penyelenggéréaﬁ pencatatan s1p11

skala kota.(2.3.1)

2.Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil
dalam sistem administrasi kependudukan

skala kota meliputi:(2.3.2)

S

% N

10.

11.

12.

Pencatatan kelahiran;(2.3.2a)

Pencatatan lahir mati;(2.3.2b)

Pencatatan perkawinan;(2.3.2¢)
Pencatatan perceraian;(2.3.2d)

Pencatatan kematian;(2.3.2¢)

Pencatatan pengangkatan anak,
pengakuan anak dan pengesahan
anak;(2.3.2f)

Pencatatan perubahan nama;(2.3.2g)
Pencatatan perubahan
kewarganegaraan;(2.3.2h)
Pencatatan peristiwa penting lainnya;
(2.3.2i)

Pencatatan perubahan dan pembatalan
akta;(2.3.2j)

Penerbitan dokumen kependudukan hasil
pencatatan sipil; dan (2.3.2k)
Penatausahaan  dokumen
sipil.(2.3.2)

status

pencatatan

WALIKOTA PAD

PANJANG,

SUIRSYAM
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PEMERINTAHAN DAERAH

SUB BIDANG SUB SUB BIDAD?G KOTA PADANG PANJANG
Informasi Komunikasi nasional.(2.4.5)
Pemerintah Daerah

1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan

3. Kemitraan Media
kemitraan media skalz?ja.(lS.Z)

WALIKOTA PA G PANJANG,

IRSYAM
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D. BIDANG PENGELOLAAN ASET

1. SEKSI PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET

1. Penetapan  kebijakan peelolaan

1 dlSS L Pendapatan dan Investasi
Keuangan Daerah investasi dan aset daerah kota.(3.3b.1)
Daerah

2. Pelaksanaan pengelolaan investasi
dan aset daerah kota. (3.3b.2)

3. Fasilitasi pengelolaan aset daerah
pemekaran skala kota. (3.3b.4)

2. SEKSI PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGHAPUSAN ASET

. Pengawasan penglo aan  investasi

B 1

1. Administrasi 1. Pendapatan
Keuangan Investasi Daerah dan aset daerah kota. (3.3b.3)
Daerah /l

WALIKOTA PADANG/P
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SUB BIDANG

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian

3. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi
dan penetapan kebijakan kota penelitian
kebudayaan dan pariwisata skala kota.(5.
3)

arkeologi nasional oleh kota berkoordinasi
dengan Balai Arkeologi.(5. .4)

2. SEKSI PROMOSI DAN PENYULUHAN PARIWISATA

Kepariwisa-taan

SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH

SUB BIDANG BIDANG KOTA PADANG PANJANG
1. Pelaksanaan 1. Penyelenggaraan 1. Penyelenggaraan promosi skala kota:(4.1.1)
Bidang a. Penyelenggaraan widya wisata skala
kota serta mengirin dan menerima

peserta grup widya wisata.(4.1.1a)

b. Peserta/ penyelenggara pameran/ event,
roadshow bekerja sama  dengan
pemerintah/ provinsi.(4.1.1b)

c. Pengadaan sarana pemasaran skala
kota.(4.1.1c)

d. Pembentukan perwakilan kantor promosi
pariwisata di dalam negeri skala
kota.(4.1.1d)

e. Penyediaan informasi pariwisata ke
pusat pelayanan informasi pariwisata
provinsi dan pembentukan  pusat
pelayanan informasi pariwisata skala
kota.(4.1.1¢)

f Pelaksanaan event promosi di luar
negeri dengan koordinasi pemerintah
dan provinsi.(4.1.1)

2. Pengembangan sistem informasi pemasaran

pariwisata skala kota.(4. 1.2)

3. Penerapan branding pariwj ta nasional dan
penetapan  tagline iwisata  skala

kota.(4.1.3)
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2. SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN

FUNGSIONAL
e T GUBSUB | PEMERINTAHAN DAERAH
B G |
SUB BIDAN . BIDANG . KOTA PADANG PANJANG
1. Kepegawaian 1. Pendidikan dan 1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kota.
Pelatihan (Diklat) (5:3.4)
7. Pelaksanaan diklat skala kota. (5.5.3)

D. BIDANG DOKUMENTASI PEGAWAI

1. SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PEGAWAI

G — sUBSUB__ |  PEMERINTAHAN DAERAH i
oD BIDANG |  KOTAPADANG PANJANG
Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD

1. Pemutakhiran Data 1.

1. Kepegawaian
Pegawai Negeri

di kota.(5.12.1)

Sipil (PNS)
5. SUB BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP PEGAWAI
J
Ly | i ,  PEMERINTAHAN DAERAH
- SUB BIDANG 'SUB SUB BIDANG  KOTA PADANG PANJANG

pemu iran data

1. Pemutakhiran Data
Pegawai Negerl
Sipil (PNS)

.

j Kepegawaialj

R
WALIKOTA PADANG PANJANG,

IRSYAM

195



2. SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INVESTASI

Kebijakan
Penanaman
Modal

1. Pelaksanaail ) | 1 Pengend‘alian

Pelaksanaan
Penanaman Modal

Mengkaji, merumuskan, dan menyusun
kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan
penanaman modal di kota.(2.4.1)

Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal,
berkoordinasi dengan Pemerintah dan
pemerintah provinsi.(2.4.2)

2. Pengelolaan Data

dan Sistem
Informasi
Penanaman Modal

3. Penyebar-luasan,
Pendidikan
Pelatihan
Penanaman Modal

Mengkaji, merumuskan dan menyusun
pedoman tata cara pembangunan dan
pengembangan sistem informasi penanaman
modal skala kota.(2.5.1)

Membangun dan mengembangkan sistem
informasi  penanaman  modal  yang
terintegrasi  dengan  sistem informasi
penanaman  modal  Pemerintah  dan

pemerintah provinsi. (2.5.2)

Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan
usaha penanaman modal dan realisasi proyek
penanaman modal skala kota.(2.5.3)
Mcmutakhirkan ~ data  dan  informasi
penanaman modal daerah.(2.5.4)

Membina dan mengawasi pelaksanaan di
bidang  sistem informasi  penanaman

modal.(2.6.1)

Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan
perencanaan pengembangan, kerjasama luar
negeri, promosi, pemberian  pelayanan
perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan
sistem informasi penanaman modal skala
kota kepada aparatur pemerintah dan dunia

usaha. (2.6.2)

Melaksanakan pendidik
penanaman modal skala kbya.(2.6.3)
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— 'BIDANG | 1 KOTARADANG S0
pelaksanaan pemberdayaan  perempuan
skala kota.(3.3.3)

4. Pemberdayaan dan | 1. Koordinasi dan fasilitasi  pelaksanaan
Kesejahteraan gerakan PKK skala kota. (3.4.1)

Keluarga (PKK)

9. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan
gerakan PKK skala kota. (3.4.2)

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

]laksanaan gerakan PKK  skala
kota.(3:4.3)
/__——"/ - - oqe -

5 Peningkatan 1. Koordinasl dan fasilitasi pelaksanaan
Kesejahteraan peningkatan kesejahteraan sosial skala
Sosial kota.(3.5- 1)

7. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan
peningkatan kesejahteraan sosial skala
kota.(3.5.2)

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan peningkatan kesejahteraan
sosial skala kota.(3.5.3)

/ - - ogqe 3
mbangan dan 1 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
¢ g:!rllglzdungai perlindungan tenaga kerja skala kota.(3.6.1)
Tenaga Ketj . -

2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan
perlindungan tenaga kerja skala kota.(3.6.2)

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan perlindungan tenaga kerja
skala kota.(3.6.3)

/ S pd|

.
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———

3. Keserasian
Kebijakan
Kependudukan

e
g yh g sgregs Mk

4. Pembinaan

—
1 Penyerasian dan | 1. Penyelenggaraan ke
Keterpaduan
Kebijakan
Kependudukan

2. Pengkaj
daerah yang mengatur perkembangan dan
dinamika kependudukan di daerah kota.
(7.1.2)

keluarga. (6.1.3b)
Pengelolaan data dan informasi program

c.
KB nasional serta penyiapan sarana dan
prasarana. (6.1.3c)

d. Pemanfaaan data dan informasi program

KB  nasional mendukung

pembangunan daerah. (6.1.3d)
e. Pemanfaatan operasional  jaringan
komunikasi data dalam pelaksanaan e-
government dan melakukan diseminasi

informasi. (6.1.3¢)

bijakan teknis operasional
program kependudukan

dan pelaksanaan
terpadu antara perkembangan kependudukan

(aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas)
dengan pembangunan di bidang ekonomi,
sosial budaya dan lingkungan di daerah kota.

(7.1.1a)

jan dan penyempurnaan peraturan

isu kependudukan ke dalam

3.a. Penyerasian
di daerah kota.

program pembangunan
(7.1.3a)
b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan
daerah yang mengatur perkembangan dan
dinamika kependudukan di daerah kota.

(7.1.3b)

-

o

1 Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan

b sl b"akan ri
. IPC:Ia;Jcsanaan supervisl pelaksanaan program nasional di
Pembinaan kota. (8.1.1)
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Pelaksanaan Keglatan

2.
-
3. Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerin

W

4.
Aparatur

1. Pelaksanaan kegiatan bidang sistem
dan implementasi politik, kelembagaan
politik pemerintahan, kelembagaan
partai politik, budaya dan pendidikan
politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan
pilkada skala kota.(4.2.1)

1. Pembinaan dan  penyelenggaraan
pemerintahan di kecamatan, kelurahan,
desa dan masyarakat (koordinasi,

bimbingan, supervisi dan konsultasi,

jtian, pemantauan,

penel
dan evaluasi) di bidang

implementasi politik,
kelembagaan politik pemerin
kelembagaan partai politik, budaya dan
pendidikan politik, fasilitasi pemilu,
pilpres dan pilkada skala kota.(4.3.1)

aparatur
sistem dan
politik, kelembagaan
pemerintahan, kelembagaan
partai politik, budaya dan pendidikan
politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan
pilkada skala kota.(4.5.1)

bidang

/)

L/——’//

-
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T Srmo

DR B]ZDANG -
T Pendidkan _ dan
Pelatihan (Diklat).
3. Perubahan Iklim dan
Perlindungan
Atmosfir.
Konservasi 1. Keanekamgaman
Sumber Daya Hayat
Alam (SDA)
L_’__/'—

s luasi hasil pel
kota.(1.12.1)
5. Penyelenggaraan diklat di bidang
i asalahan

lingkungan hidup sesuai perm
lingkungan hidup skala kota.(1.12.2)

kebijakan pelaksanaan

1. Penetapan
endalian dampak perubahan iklim

peng
Kota.(1.13.1)

skala
9. Penetapanl kebijakan perlindungan
pemantauan skala

lapisan 0ZOR dan
Kkota.(1.13:2)
3. Pemantauanl dampak deposisi asam
skala kota.(1- 13.3)

1. Pemantauan dan pengawasan
pelaksanaan konservasi keanckaragaman
hayati skala kota.(2.1.4)

manajemen sistem

2. Pengembangan
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SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

2. Pembinaan

1.Pembinaan kearsipan terhadap perangkat
daerah kota, badan usaha milik daerah kota,

kecamatan dan kelurahan. (1.2.1)

C. SEKSI PENGELOLAAN ARSIP IN AKTIF DAN ARSIP STATIS

SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH

LR
1 Kearsipan

© SUB SUB BIDANG KOTA PADANG PANJANG
1 Penyelamatén, 1. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah
Pelestarian dan kota, badan usaha milik daerah kota,
Pengamanan perusahaan swasta dan perorangan berskala
kota. (1.3.3)
1. Pengawasan/ supervisi terhadap

2 Pengawasan/ Supervisi

penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah

kota, kecamatan dan keluraw.il)
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B. SEKSI KELEMBAGAAN, DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN

LOSUB .. SUBSUB..Llulo o PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG |  BIDANG | KOTAPADANG PANJANG
1. i}()etahanan 1. Keamanan Pangan 1. Penerapan ctandar BMR  wilayah
angan kota.(4.2.1)

2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS
keamanan pangan wilayah kota.(4.2.2)

3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium
uji mutu dan keamanan pangan kota.(4.2.3)

4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima
wilayah kota. (4.2.4b)

..

C. SEKSI PELAKSANA PENYULUHAN

e S PEMERINTAHAN DAERAH
SUBBIDANG |  BIDANG KOTA PADANG PANJANG

1. Penunjang 1. Penyuluhan Pertanian | Penerapan  kebijakan dan  pedoman
penyuluhan pertanian. (5 3.0)

7. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan
pertanian wilayah kecamatan. {3.3.2)

3. Penetapan kelembagaan penyuluhan
pertanian di kota sesuai norma dan standar.

(5.33)

4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan
akreditasi jabatan penyuluh  pertanian.
(5.3.4)

52 Penerapan standar dan prosedur sistem
kerja penyuluhan pertanian; (5.3.1a)

b. Perencanaan penyuluhan pertanian di
tingkat kecamatan dan kota.(5.3.1b)

6. Penyelenggaraan penyuluhgn pertanian di
tingkat kota. (5.3.6) /ﬂ
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